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Rencana Aksi Kinerja
Pengadilan Negeri Gresik
Tahun 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama
dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri / Hub. Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2023 dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Pengadilan Negeri Gresik dalam rangka

mewujudkan Visi yaitu

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gresik Yang Agung *
Dengan Misi:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gresik
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan
Negeri Gresik
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA Tahun 2023 mencantumkan:

1. Program

2. Kegiatan

3. Target

4. Anggaran, sebagaimana yang terlampir



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI /HUB INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

1 Terwujudnya _umam&_g yang , a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
pasti, transparan dan akuntabel tepat waktu :
- Perdata 25% 50% 75% 100%
- Pidana 25% 50% 75% 100%
- PHI 25% 50% 75% 100%
b. Jumlah putusan yang menggunakan

pendekatan keadilan restoratif :

1. Banding
— Perdata 25% 50% 75%, 95%
— Pidana 25% 50% 75% e
- PHI 25% 50% 75% 23t

2. Kasasi
— Perdata 25% 50% 75% 0
- Pidana 25% 50% 75% iy
— PHI 25% 50% 75% 95%

3. PK
~ Perdata 25% 50% 75% 100%
— Pidana 25% 50% 75% 100%
— PHI 25% 50% 75% 100%

¢. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding:
2% 3% 4% 5%




d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 2% 3% 4% 5%

upaya hukum Kasasi
e. Persentasi perkara anak yang diselesaikan 2% 3% 4% 5%
dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang 80% 80% 80% 80%
puas terhadap layanan peradilan
2 | Peningkatan Efektifitas a. Persentase Salinan Putusan yang 25% 50% 75% 100%

Pengelolaan Penyelesaian Perkara disampaikan ke Para Pihak tepat waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 25% 50% 5% 80%

Melalui Mediasi

1 | Pendaftaran Berkas Perkara Vv . Vv u v Perkara Peradilan Program Perkara Pidana 88.200.000
Umum yang Peningkatan Yang Di
2 | penetapan Hari Sidang v 7 7 v diselesaikan Manajemen Selesaikan di 16.000.000
ditingkat Pertama Tingkat Pertama
3 | Pemeriksaan di sidang Pengadilan | ., v ol ¥, dan Banding yang 9.950.000
4 | Minutasi dan Upaya Hukum < o o <F 2.000.000
5 |Pengiriman Petikan / Salinan 15.600.000
putusan  kepada JPU dan| i v v,
Terdakwa




6 | Pengiriman Surat Penahanan dan Tepat Waktu Peradilan Umum | di Wilayah Barat ~21.000.000
Perpanjangan Penahanan

7 | Penanganan  perkara banding di 2.500.000
Pengadilan Tingkat Pertama

8 | Penanganan Perkara Kasasi dan 4.750.000
Peninjauan Kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama

9 | Pendaftaran Berkas Perkara (PHI) 1.045.000

10 | Penetapan Majelis Hakim dan PP 412.000
serta Penetapan Hari Sidang (PHI)

11 | Pemeriksan disidang Pengadilan 390.000
(PHI)

12 | Minutasi/Upaya Hukum (PHI) 45.000

13 | Pengiriman Pemberitahuan Putusan 150.000
kepada para pihak (PHI)

14 | Penanganan Perkara Kasasi dan 745.000
Peninjauan kembali di Pengadilan
Tingkat Pertama (PHI) |




Akses Peradilan bagi Masyarakat . Persentase Perkara  Prodeo  yang 2% 4% 5%
Miskin dan Terpinggirkan Diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di 0% 0% 0% 0%
luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 25% 50% 75% 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (POSBAKUM)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase  Putusan Perkara yang
Terhadap Putusan Pengadilan ditindaklanjuti (Eksekusi)
a. Perdata 25% 50% 50% 100%
b. PHI 25% 50% 50% 100%

1. | Pos Bantuan Hukum 312 Orang Jam Program Pos Bantuan 31.200.000

v 4 v ¥ Layanan Peningkatan Hukum
Manajemen
2 | Eksekusi Putusan Peradilan Umum | Perkara Peradilan 360.000
Pengadilan (PHI) G e e B yang diselesaikan
melalui
Pembebasan Biaya
Perkara di wilaya
Jawa Timur




__ _goéaca._ng Em:&.mia: i

. Prosentase Pejabat wm:m sudah memenuhi |

SDM yang professional dan standar kompetensi jabatan manajerial
berkesinambungan b. Prosentase  tingkat kelengkapan data 90% 100% 100% 100%
kepegawaian
c. Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat 90% 100% 100% 100%
waktu
d. Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu 90% 100% 100% 100%
Mewujudkan regulasi & tata a. Nilai LKJiP minimal “BB” 100% 100% 100% 100%
kelotn yang beil b. Predikat Pembangunan Zona Intergritas. |  100% 100% 100% 100%
WBK / WBBM
¢. Nilai IPK 100% 100% 100% 100%
d. Nilai IKM 100% 100% 100% 100%
e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu 100% 100% 100% 100%
f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara 100% 100% 100% 100%
Bukan Pajak (PNBP)
2. Prosentase realisasi anggaran belanja 100% 100% 100% 100%
h. Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN 100% 100% 100% 100%
tepat waktu
i. Prosentase nilai Kinerja Anggaran 100% 100% 100% 100%
j. Prosentase kedisiplin masuk kerja 100% 100% 100% 100%




k. Pelanggaran disiplin 100% 100% 100% 100%
Mewujudkan pelayanan a. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan 100 % 100 % 100 % 100 %
Kesekretariatan yang Baik / b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai 100% | 100% | 100% | 100%
e ¢. Prosentase distribusi surat 100 % 100 % 100 % 100 %
d. Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 %
e. Prosentase arsip surat yang dpt ditemukan 100 % 100 % 100 % 100 %
dengan mudah dan cepat
f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait 100 % 100 % 100 % 100 %
g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat 100 % 100 % 100 % 100 %
dimedia
h. Jumlah layanan pengadilan 100 % 100 % 100 % 100 %
i. Jumlah pengguna layanan pengadilan 100 % 100 % 100 % 100 %
j. Jumlah layanan bantuan hukum 100 % 100 % 100 % 100 %
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian 100 % 100 % 100 % 100 %
usulan kepegawaian
1. Jumlah pemeliharaan gedung 100 % 100 % 100 % 100 %
m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas 100 % 100 % 100 % 100 %
n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin 100 % 100 % 100 % 100 %
kantor
0. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, 100 % 100 % 100 % 100 %

urusan tata usaha, dan rumah tangga




8 emenuhan kebutuhan Sarana dan | Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam 100 % 100 % 100 % 100 %
drasarana Dalam mendukung Mendukung Pelayanan Peradilan
elayanan Peradilan

1 | Dukungan Manajemen Non y Layanan Umum Program Layanan Umum 16.561.000
Operational Satker Daerah v % W Tepat Waktu Pembinaan
) ; Administrasi dan
2 | Gaji dan Tunjangan J < o/ o Pengelolaan 9.446.204.000
uangan B
3 | Operational dan Pemeliharaan = G_.“_m»mamnﬁ 2.120.230.000

Kantor Y Vv v 4

Administrasi




1 | Layanan Sarana [nternal r&ﬁwﬂ: mw_.m“_—m dan Prog r&.ﬂﬁw M& o
) ¥ K % dan Prasarana di
lingkungan
Mahkamah Agun, Lavanan 61.450.000
2 | Layanan Prasarana Internal V 4 5 %, gung _% ol
b Prasar

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal :\0 Februari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK
Wmh>m rr Y A




